BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR ¢so4 TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi
setiap Pemohon Informasi Publik untuk memperoleh
‘informasi sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan,;

b. bahwa Badan Publik berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan diberikan batasan terhadap
penetapan informasi sebagai informasi yang
dikecualikan, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi
Dikecualikan Pemerintah kabupaten Tebo;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Tebo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Traksasksi Elektronik (Lembaga negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951);
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3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5403);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

10. Peraturan Bupati Tebo Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2023).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten
Tebo sebagimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 21 -03 - 2024
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEBO

tentang dugaan pelanggaran dmplm. benln acara pemeriksaan dan
permintaan keterangan, resume dan notulen sidang tim penyelesaian
kasus, identitas ASN yang dijatuhi hukuman, SK Hukum Disiplin)

Keterbukaan Informasi Publik

Dapat menimbulkan penyalahgunaan terhadap
data pribadi seseorang,

NOMOR 504 2024
TANGGAL: 2% -006 - 20724
TENTANG : DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
No Daftar Informasi Dikecuslikan Dasar Hulaum Pengecualian Informasi o K crthbangm Ragl Publl == Jangka Waktu
1 El 3 4 5 §
ll’(n.ll 17 humll;!}mngp;tl;::ang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat ap rahasia pribadi s g
Data/do} pribadi kependudukan (penyandang HIV/AIDS, korban cterbukasn E T 5 : i
penyalahgunasn NAPZA, korban tindak kekerasan, anak yang Dapat menimbulkan penyalahgunaan data erbuka apabils mendapat persetujuan tertulis
berhadapan dengan hukum, tuna susila, korban perdagangan orang, anak informasi pribadi o e o e A dari yang bersangiaitan (berdasarkan Pasal 13
" |yang memerlukan perlndungan khusu, teroris dan anggota PR (L Sy iome TR0 1 D TR | pehilioosnoriag, 1| ayw(2) hurfeindeng. Unéhmg Mool
Masalah Kesejah Sosial (PMKS), rekam Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang |- D"g:dlm"“m gugut pemili Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
medu, “dan elanen data lainnya yang merupakan aib sescorang, Administrasi Kependudukan. L Publik
- Dapat mengancam kehidupan pribadi seseorang.
. g - Dapat mengunghap rabasiapribadi sseorang g eiious e st
N Dllll'm‘hdl pelaku usaha pada dokumen perizinan maupun non ;::J:m;mmﬂg Nomor 14 Tahun 2008 tentang Depet sl Jabg P Melindungi data dan infc i pribadi 58 |ayat 2) huruf a Undang-Undang Nomor 14
H informasi pribadi meomng Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
- Dapat mengancam kehidupan pribadi sescorang. Publik
- at men, rahasia pribadi seseorang;
Dapat menimbulkan penyalahgunaan data
informasi pribadi seseorang; Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila
Datapribadi pelapor dan terlpor pada Iayansn peogaduan masyarkat, | Pasa 17 hurufh Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang |- Dapat menimbulkan gugatan dari pemitikdata™f = Lo mendapat ""‘,{“"‘,‘"‘ tertulis dari yang
¢ k dengan substansi yang dilap Keterbukaan Informasi Publik | pribadi yang bersanghutan; gi data dan informasi pribadi g Pasal 18 ayat (2)
Dapat meng: kehidupan pribadi 2 hurufa Und.lng Undang Nomor 14 Tahun 2008
dan tentang Keterbukaan Informasi Publik)
Dapat menjadikan orang enggan untuk
i melaporkan.
Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat membuka informasi pribadi -
o . - . " Keterbukaan Informasi Publik; dan < ;
Dita geibadl pageid fipactiae Sl Nagace e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Dapat menimbulkan penyalahgunaan data 30 tahun atau terbuka apabila ada permintaan
4 anggota keluarga, riwayat kondisi dan p Notasaidin pribadi seseorang. Melindungi data dan inft i pribadi tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau
fmkdmpsﬂ:uaunnmbldlymgbehnmdmnpmdmhn & A |terbuka apabila ada perintah
formal dan non formal), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas i ke famistitas stoRea il
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
5 [Proses dokumen hasil tes kemampuan i semus kegistanbidang pemuda | Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Taun 2008 tentang el o it || S B T~
dan olahraga Keterbukaan Informasi Publik Dapat menimbulkan penyalahgunaan data i IRpERCancs et 2
" informasi pribadi seseorang
: D dukung hak atas kekay 30 tahun sejak berakhimya kontrak atau
Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 temtang |-  D°P% m"'“‘““:d;":""::“"’"‘ e in:cpludmuldmmenghindlﬁpendngmuum terbuka a::]bihudapumixmmenuﬁsd.lﬁ
6  |Dokumen Kontrak beserta data pendukungnya yang belum disudit Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor PETSEYNIG A _yang tidak sehat, Perangkat Daerah terkait atau terbukn apabila
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. . Dapat dimanfaatkan pihak yang tidak Dapat melindungi kerahasinan para pihak yang |ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintahan
bertanggung jawab. _ " melakukan kontrak. secara tertulis
Ko a2 s . Akan mengungkap data pribadi
an dm lin (sun: o Sl N‘m!mg m ,"‘““‘.‘ " bersangkutan gkip B 30 tahun , atau terbuka apabila ada permintaan
Pe AnEEATRN CIHP 8 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang e . i ; tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau
gi data dan informasi pribadi pegawai

|terbuka apabila ada perintah
pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
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Surat usul cerai/SK Cerai/identitas pegawai ASN yang mengajukan izin |*  Pasal 17 hurufh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang bersangkutan T ol P : . . :
8 ianiperkawinan Keterbukaan Informasi Publik o=, e 0 — gi data dan pribadi pegs Sampai dengan terbitnya surat izin perceraian
___ data pribadi sescorang.
ISP Pasal 17 huruf'i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Akan mengungkap data pribadi yang . i infc i oeibadi S ; P
9  |Daftar rencana penempatan CPNS/PNS Ketiibakaas Iaft i Publik S, = Melindungi data dan pribadi pega! pai dengan peny SK
. " Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat kap infc i yang berkai s 104t 12 ; 3 2
10 |Data rencana pensmpatan PNS dalam jabatan struktural Keterbukaan Inft i Publik iala Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja |Sampai dengan pelantikan
e . < . 30 tahun atau terbuka apabila ada permintaan
asal 17 huruf a dan huruf ¢ ADapetmmgrantioremsprespsian ks i prosss pepgelsmsiuss; Jis dari Perangkat Daerah terkait atau
11 |Data . Tebo P .l hwh%MpUMlelTﬁun i bila ada perintal
pelanggar Peraturan Dacrah Kabupaten 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Melindungi data dan informasi pribadi pengadilan/Lembaga pemerintahan secara
Dapat mengungkap rahasia pribadi sescorang |- = tertulis
p BT A Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat hambat proses peny P o~ . . A >
12 |Data/dokumen hasil seleksi penempatan p ping desa Keterbukaan Informasi Publik *  kebliakan Menjaga iklim kondusi lingkungan kerja Sampai dengan terbitnya SK penempatan
2 : . Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 v . o s . s
13 [Data rekam / case record klien yang ditangani oleh UPTD PPA s anmrtabomed PO 1entang | 1ipat mengungksp rahasia pribadi sescorang | Melindungi data dan pribadi g |Tidak
; - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang;
14 |Daal insiden kesel ’ Mlmmhz‘?mNmqumzmsm Dapat menimbulkan penyalahg Ty Melindungi data dan inft i pribadi - Tidak terb
Keterbu s informasi pribadi seseorang
Data pegawzi ASN yang akan diangkat dalam Jabatan
e ini Penga ~Undang Nomor 14 Tahun 2008 "D kap informasi yang berkai
Administrator, was. Pasal l7huuﬂUndan¢Lm omor tentang apat mengungkap yang . - )
15 - Do ai ASN yang mengiiari seldal Jabstan Piroph Keterbukaan Informasi Publik dengan rahasia jabatan Melindungi hak pribadi Sampai dengan pelantikan
" Tinggi (JPT)
Dapat membuka informasi pribadi 3°|l|'llmll.lllld'hlhlplbﬂlldly_¢lmimlm
N 14 Tahun 2008 sescorang;dan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau
16 |Urnian lengkap hasil Assesment pegawai P“"m’“’“““"““h;”"“i""u‘.'d", oo — Melindungi data dan informasi pribadi pega buks apabila ada perintah
tentang Keterbukaan Informasi Publik; Dfpn. penyalahg data pengadilan/Lembaga pemerintahan secara
pribadi sescorang. tertulis
) Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat mengganggu proses pengambilan Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan | Terbuka apabila ada perintah
17 | Disposial surst pimpinan Keterbukaan Informasi Publik Keputusan terkait kebijakan publik terkait kebijakan publik i intahan secara tertulis
. 3 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang | Dapat mengganggu proses pengambilan Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan 5 ?
18 |Nota Dinas Katisbukian [ifemasi Publik: Keputusan terkait kebijakan publik terkait kebijakan publik e R T
Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Memorandum of Understanding (MoU)/Surat Perjanjian Kerjasama Keterbukaan Informasi Publik; Dapat mengganggu proses MoU/SPK yang . — ’ , g
19| (SPK) yang masih dalam proses Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan sedang berlangsung Macjaga objektivitas penilaan Bampai dengan MolVSPK dissbian
Barang/Jasa Pemerintah
30 tahun atau terbuka apabila mendapat
intah tertulis dari pengadilan/lembaga
20 | Surat Penasaras Harga (BPH) pads Dokinen PesyodiaA Pasal 17 huruf'b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang | Dapat mengganggu perlindungan usahadari [ Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan pemetintahia "‘“l.“:“n.";a‘:;:'n“‘ |
g ) Keterbukaan Informasi Publik persaingan usaha tidak sehat. menghindari persaingan usaha tidak schat ¥  dai apabila ada perintat
pengadilan/Lembaga pemerintahan secara
tertulis
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Melindungi hak atas kek intelektual dan

s gan hontrak, d pengadaan, surat tugas pokja Pmll7huml‘bUnd.|ngUndnng\lomorl4Tdnm2008lamg Dapat menimbulkan persaingan usaha yang ; ;
21 pela) Jelang, 7 pany % s e i Publik tidadiatha hindari . ha tidak sehat Sampai dengan ditetapkannya pemenang
hailmmu'-i.bammhlilpelelnm-umm'lehng)
: - . . . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas ey SEE R | T Jammmmmw
Data lelang yang tidak ditampilkan di halaman Juar web (tanpa log in . Dapat aplikasi tidak terjadinya penyalahgunaan aplikasi 3
22 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan |- SR " P Iﬂ‘mlmhnpmpdduvlemblp
pengguna) Transaksi Elektronik secara elektronik sccara clektronik sotabien (il keperianp
L B i Um%mngr:‘mlﬁ’;mzz%gml:rummn Dapat menimbulkan penyalahg aplikasi | Menjamin tidak terjadinya penyalahg aplikasi JOWZ::‘:‘&:MI:W
Pengguna - l':ndmr:;'dlmg omor tentang Informasi ° secara elektronik mneleklmmk I irtahan (untuk keper} )
I Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
li dan ingan Usaha Tidak Schat; f R A . 30 tahun atau terbuka apabila mendapat
dak terjadi praktek monopoli dan 8 T g
24 |Data Penyedia LPSE Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 3ﬁﬁmm Prakalidenpaminy | ",",,:i?d.,:m (perintah tertulis dari pengadilan lembaga
°  dan f ® pemerintahan (untuk keperluan pemeriksaan).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
. Undang- Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang F
" Keterbukaan Informasi Publik; __
e 5 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dapat menyebabkan penyalahg: pada |Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan Smwdmpnhpmnhml:\udnﬂl’l\
25 |Laporan keuangan yang belum diaudit oleh BPK - . Negara: dan dok negara dokumen negara hkan ke Pemerintah Kabup
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
" Keuangan Daerah.
Pasal 17 huruf'b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat mengganggu kepentingan perlindungan
" Keterbukaan Informasi Publik; dan hak atas kekayaan intelektual,dan k. ikatssin — 30 tahun atau terbuka apabila mendapat
Dokumen perintah tertulis dari dilan/lembaga
B s nmmmhkumh Agung RI Nomor $09/K/TUN/2013: : ; menghindari persaingan usaha tidak sehat = penga
. 4 b e Dapat mengganggu kepentingan perlindungan pemerintahan.
- SPJ hanyalah tahapan awal dari pembuatan |- ke dri usabia tidik
luporm ke\nnpn yang sifatnya teknis persaingan schat.
m i reklamasi, | Paull'lhurubendm; Undang N 14 Tahun 2008 tentang ﬁlpalm:‘n:k?nuu s Mennmnnkmh:k keka intelektual dan
P studi § FS, i, omor un atas kekayaan intelektual; atas kekayaan .
77 [aol m?mmﬂmmm inan pasca Informasi Publik Dapat mengganggu kepenti lind aghindari persaingan usaha tidak schat pap ey sty
tambang unhadmwp_nunlnud;kuhu
Data/dokumen yang terkait dengan: izin usaha pedagang
besar farmasi, permohonan persetujuan prinsip industri farmasi,
permohonan izin usaha industry farmasi, permohonan persetujuan
prinsip industry obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam, Dapat menimbulkan persaingan usaha yang . :
¢ Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Terbuka apabila ada perintah
28 izin wsaha industi obat tradisional dan industri kstrak | g, mmmmmu.mmmymﬂmmp«ummwm . 5 ’
bahan alam, permot n izin pr kn-neuh, honan (EP, Keterbukaan Informasi Publik dspat berujung pada blacklist suatu p pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
SPI, SPE, narkotika, p il surat
keterangan impor melalui jll!ll’ SAS, omzet PBF berdasarkan sistem ¢-
report PBF.
i Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun Dapat mengganggu kepentingan perlindung; .M kan hak atas kek lektual
Data 1 dan hasil uji lab X di dal 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; hak atas kekayaan intelektual; dnnmuuhmdanpanmynmlnndnkulm.
29 |Hasil Uji Sementara (LHUS), Lembar Hasil Ujian (LHU), serta it e vl s e i Selama pela kegiatan lab
Kebijakan dan Prosedur Laboratorium (KPL) . Kebii 5 apat mengganggu kepentingan perlindungan | elindungi formasi pril
Y (KPL) Kebijakan KAN SNI ISO/IEC 17025;2017 i i nat o R et -
- Dapat mengungkap rahasia pribadi sescorang
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Data survei lmlbpenyelmgpmn)-mgladmdm tertib Dapnmnunbulkmpcmmganuxalmyang
30 |penyclenggaraant tertib o kerja, dan - ilulﬂkh‘:::lll'nt;vt\da?g;;!lni:mgNmHTﬂm!OOSmg tidak schat karena terkait laporan peni yang|Menghindari p gan usaha tidak sehat S tahun
tertib manajemen mutu dapat berujung pada blacklist suatu perusahaan
X . 5 UU no. q indari i felindungi/M mankan database objek pajak dan| Terbuka la ada
31 | Database objek pajak dan retribusi daerah I hghlk?jzoostmngm&w..UUm. 14th 2008 g KIP, | n:ng{:xdnimpm)ﬂdmmndmnlehmhtk I\e'L .np/\ enga objek paj rlplbl perintah dari penegak
___yang tidak berhak daerah. hukum/instansi berwenan
R b ) _ Pasal 17 huruf'b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat mengganggu } perlindu Menshindari ; Sampai dengan pelaksanaan pembangunan
B e e aE—— Keterbukaan Informasi Publik *_usaha dari persaingan usaha tidak sehat ghisi] prrptiogretin e e dimulai,
e s . . Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat mengganggu kepentingan perlindungan LR . . Sampai masa akhir pekerjaan (Penyerahan Hasil
Detail design/rencana teknik akhir - . usaha
o o Keterbukaan Informasi Publik usaha dar persaingan usaha tidak sehat Mamghiadart perasipan mnls e sl Obyek -Final Hand Over)
s Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat men; li | P R ; Sesudah umur | dan untuk kepentingan
Basic desi . L pal gganggu b i usaha
> -3 Keterbukaan Informasi Publik usaha dari persain p_nu:nuud.kwm Siiadict poriagen ek sk Khusus
i Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 . 5
35 |1 dan seluruh dokumen Hasil P tentang Keterbukaan Informasi Publik; M bat proses penyelidikan dan Melindungi proses penegakan hukum, Tm lpahhndnm
T Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 pelmdka suatu tindakan pidana, penyalahgunaan dokumen negara. pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis|
avat | dan 2, dan Pasal 66 ayat 3 hurufh.
36 |Lokasi tempat rumah perlindungan klien m&mgx{;ﬂwquTﬁm 2008 faceing Dapat mengungkap rahasia pribadi g |Melindungi data dan inft i pribadi '3 Tidak terbatas
2 2 «  Pasal l7lmmhdnnhumthndmg-Undm;Nomor 14Tahun |- Dapat menghambat proses pencgakan hukum; | Memperlancar an "
ol | mcnmaan s s 2008 tentang Keterbukaan Inf ~ Dapat mengungkap rahasia pribadi sescorang |- Sebmtiors
T ~ Mengganggu} sast kunjung " Melindung Kesel dant pejabat
2 ; ; Pasal 17 huruf u | pejabat negara; negars
38 |Jadwal pengamanan pejabat negara dan kegiatan obyek strategis Keterbuk umm?LHm?g;:‘mgNmNTmmosmmg Mengganwlmup.uuelbmoperuidm Tidak terbatas
- informasi pejabat negara dalam rangkai - Menjamin } obyek vital
pengamanan tertutup
39 |Koleksi pada Rusng Penyimpanan/Storage Pada Museum - UUNo 11 Tahun 2010 PP 66 Tahun 2015 tentang Museum mi 2 persopsl terkalt Melindungi Data Pemilik koleksi Terbatas selama proses penilitian dan koleksi
Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Pasal 30, Pasal 32 s.d. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
S g - 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor ot R 30 tahun atau terbuka apabila mendapat
" sy i B 19 Tahun 2016 tentang Informs dan Transaksi Elekironik, |- Dopes it ol Melindungi/menga mankan data perintah tertulis dari pengadilan‘Lembaga
il N e : Perka LSN Nomor $ Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat v R pemerintahan
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Perka LSN Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
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Pasal 17 huruf ¢ Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik; . Dapat menimbulkan terjadinya penyalahg i - i . JO!.lhunuunl«buhlpdi!lnundnpﬂ
4] |Bandwidth management Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 C itas bandwidth di fuar k 1ga penggunaan bandwidth b I tertulis dari pengadilan‘lembaga
- telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 " Gomiciatabian
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Pasal 17 huruf ¢ dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun
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S bagai telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 19 pemerintah
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4 & <1 Lai Pasal 17 huruf'c Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang | Dapat membahayakan pertahanan dan A : 7
43 |Lokasi CCTV area Ring 1 dan obyek vital lainnya Keterbukasn Informasi Publik " keamanan negara Melindungi pertahanan dan keamanan negara Selama CCTV masih digunakan/berlaku
Pasal 17 huruf b dan hurufj Undang-Undang Nomor 14 Tahun | Dapat mengganggu perlindungan hak atas Melindungi hak atas kekavaan intelektual
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49  |Hasil uji mutu pangan di tingkat produsen 1 1999 tentang perl konsumend] Unangl Nomor di masy Melindungi AMAN Masy! Sampai ada keputusan resmi
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